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PUTUSAN
Nomor 3177/Pdt.G/2023/PA.Dpk
‘éiééigééé?éiga---————:éﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXxxX, tempat kediaman di KOTA DEPOK,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman dahulu di KOTA DEPOK. Namun
sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan
keberadaanya, XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November
2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal
hari itu juga dalam register perkara Nomor 3177/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1992 di Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor:
406/01/111/1992 tertanggal 02 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama membina rumah tangga bersama terakhir di rumah
kediaman Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXX, XXXXXXKXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXX;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing-masing bernama;
3.1, XXXXXXXXXxX, (perempuan), lahir di Batam, 26 September 1992,
umur 31 tahun;
3.2, XxXxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 28 November 1997, umur
26 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 1998 sampai sekarang
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
1. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang
berjalan dengan baik, dikarenakan Tergugat sering ke luar kota dengan
alasan pekerjaan, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi
tidak harmonis;
2. Disamping itu, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan
wanita idaman lain, informasi tersebut diketahui Penggugat melalui anak
kandung Penggugat, bahwa Tergugat berduaan dalam satu rumah
dengan wanita tersebut, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga
menjadi tidak nyaman;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus 2002.
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 21 (dua puluh
satu tahun) tahun dan tanpa memberikan nafkah sama sekali. Bahkan saat
ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (ghoib). Sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan
sebagaimana layak pasangan suami isteri;
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6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin
untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak
diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republik
Indonesia (Ghaib) sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang tercatat
oleh  XXXXXXXXX  XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXX XxxxX dengan Nomor:
474/581/X1/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2023;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya
Ketua Pengadilan Agama Depok cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus
orang lain sebagai wakilnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali
serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah
majelis;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang
dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan
ketidak datangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam
berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah
diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaita dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 3177/Pdt.G/2023/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Depok pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag.,
M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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ttd ttd
Drs. T. Syarwan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H
ttd

Idawati, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

td

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 280.000,00

4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 380.000,00

5. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00

7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai :Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 805.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .........
Padatanggal .............coooviiniiinnns
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.
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